PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 78
Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330
P A R E P A R E


PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 7 TAHUN 2004 
TENTANG PELAYANAN KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang 	: 	a. 	bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan pemerintah Daerah Kota Parepare, perlu dilakukan pembenahan berbagai aspek, agar meng-hasilkan pelayanan cepat, murah, tepat, berkeadilan, dan ankuntabel;

		b. 	bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Ketatausahaan perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah beberapa ketentuan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.




		c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelayanan Ketatausahaan. 

Mengingat 	: 	1. 	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

		2. 	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

		3. 	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 


		4. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


		5. 	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

		6. 	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

		7. 	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

		8. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		9. 	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
		10. 	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

		11.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

		12.	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Ketata-usahaan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

		13.	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

		14. 	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

		15.	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN KETATAUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Ketatausahaan (Lembaran Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.	Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan ditambah angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4.  	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau sebutan lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sebutan lain yang melaksanakan sebagai kewe-nangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
1. Kepala Dinas atau sebutan lain adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare atau sebutan lain;
2. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat  (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pelayanan Ketatausahaan diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peyediaan bahan-bahan admi-nistrasi yang bersifat asli atau turunan, surat-surat keterangan ter-tulis, blanko atau perizinan dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1a) 	Pemberian pelayanan publik di-lakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada suatu tempat yang bersifat tetap.

(2) Pelayanan Ketatausahaan diberikan melalui unit-unit Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk itu, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35 A dan pasal 35 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan yang meliputi :

a. Persyaratan pelayanan.
b. Prosedur pelayanan
c. Waktu penyelesaian pelayanan; dan
d. Biaya pelayanan.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

(3) Standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan.

Pasal 35 B

Standar pelayanan sebagaimana yang di-maksud dalam pasal 35 A harus di-informasikan secara jelas dengan ketentuan :

a. Ditulis dengan huruf capital; atau
b. Diletakkan pada tempat yang mudah dibaca, pada jarak paling dekat 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan 

4. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36 A sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 36 A

Setiap pemberi pelayanan yang melanggar ketentuan dalam penerapan standar pela-yanan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 A ayat (1) dikenakan sanksi hukuman di-siplin berdasarkan ketentuan  Peraturan Perundaang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri sipil.




























Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.


Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA PAREPARE,

               CAP/TTD

MOHAMMAD ZAIN KATOE



Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

                                 CAP/TTD

                    ABDUL RAHIM RAUF




LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR 12 TAHUN 2009 

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PELAYANAN KETATAUSAHAAN

I.	PENJELASAN UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah belum berjalan dengan optimal sehingga perlu dilakukan pembenahan melalui berbagai aspek, karena Pelayanan Publik sangat ditentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan akan menentukan citra aparatur Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan kulitas Pelayanan Publik dengan mencantumkan beberapa ketentuan yang terkait dengan penerapan standar pelayanan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2004 tentang pelayanan Ketatausahaan.

II. 	PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan Pemberian Pelayanan pada suatu tempat yang bersifat tetap adalah proses pemberian Pelayanan yang dilakukan pada tempat yang tidak berpindah-pindah sehingga mudah dilaksanakan oleh pemberi dan penerima pelayanan.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35 A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Huruf a
Yang dimaksud dengan Persyaratan Pelayanan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Waktu Penyelesaian Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan Biaya Pelayanan adalah besaran tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemberi Pelayanan adalah Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk BUMD yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public.
Yang dimaksud dengan Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi Pemerintah.
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